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PUTUSAN 

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Tgrs 

 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim 

telah menjatuhkan putusan  dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat 

Nikah antara : 

Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tigaraksa Kabupaten 

Tangerang Provinsi Banten;, sebagai Penggugat; 

melawan 

Termohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKecamatan Tigaraksa Kabupaten 

Tangerang Provinsi Banten;, sebagai  Tergugat; 

 

Pengadilan Agama tersebut ; 

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di 

persidangan ;  

 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 

26 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 

xxxx/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan 

Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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    Bahwa pada 1 Juli 1981 Orang tua Pemohon melangsungkan 

pernikahan menurut agama Islam yang bernama (Bakri bin H. Delit) dan 

(Isah binti Gobed), di wilayah hukum Kecamatan KUA Tigaraksa, 

Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;   

   Bahwa antara (Bakri bin H. Delit) dan (Isah binti Gobed) , 

tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian 

sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak  ada larangan untuk 

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;   

   Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga 

yang mengganggu gugat pernikahan (Bakri bin H. Delit) dan (Isah binti 

Gobed) tersebut dan selama itu pula  (Bakri bin H. Delit) dan (Isah binti 

Gobed) tetap beragama Islam;   

   Bahwa Onah binti Gobed adalah saudara kandung dari Isah 

binti Gobed yang mengetahui dan menghadiri acara pernikahan (Bakri bin 

H. Delit) dan (Isah binti Gobed);   

   Bahwa pada saat pernikahan (Bakri bin H. Delit) berstatus 

Jejaka dalam usia 27 tahun dan (Isah binti Gobed)  berstatus Perawan 

dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah 

kandung dari (Isah binti Gobed) yang bernama  Gobed dan dihadiri saksi 

nikah masing-masing bernama;   H. Hasan dan H. Uhri dengan mas kawin 

berupa Uang Rp. 100,- (Seratus rupiah) dibayar tunai;   

   Bahwa dari perkawinan (Bakri bin H. Delit) dengan (Isah 

binti Gobed) telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama:    

 Suhemi, Perempuan Umur 38 Tahun;   

   Elawati, Perempuan Umur 35 Tahun;   

   Supriaji, Laki-laki, Umur 34 Tahun;   

     

   Bahwa selanjutnya (Bakri bin H. Delit) telah meninggal dunia 

pada tanggal 15 September 2013 di Rumah Kediaman dikarenakan sakit, 

sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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470.12/031/Ds.Mgs/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margasari 

Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Tertanggal 25 April 2022;   

   Bahwa selanjutnya (Isah binti Gobed) telah meninggal dunia 

pada tanggal 2 Mei 2021 di Rumah Kediaman dikarenakan sakit, 

sebagaimana terbukti dalam surat keterangan kematian sebagaimana 

terbukti dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/002/Ds.Mgs/2021 

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margasari Kecamatan Tigaraksa 

Kabupaten Tangerang, Tertanggal 3 Mei 2021;   

   Bahwa sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta 

Nikah tersebut untuk Klaim Asuransi BPJS Ketenagakerjaan;   

   Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;   

 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut: 

 

PRIMAIR : 

1. Mengabulkan permohonan  Para Pemohon;  

2. Menyatakan (Bakri bin H. Delit) telah meninggal dunia pada tanggal 15 

September 2013 di Rumah Kediaman dikarenakan sakit, sebagaimana 

terbukti dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 

470.12/031/Ds.Mgs/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margasari 

Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Tertanggal 25 April 2022;  

3. Menyatakan (Isah binti Gobed) telah meninggal dunia pada tanggal 2 

Mei 2021 di Rumah Kediaman dikarenakan sakit, sebagaimana terbukti 

dalam surat keterangan kematian sebagaimana terbukti dalam Surat 

Keterangan Kematian Nomor : 470/002/Ds.Mgs/2021 yang dikeluarkan oleh 

Kepala Desa Margasari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, 

Tertanggal 3 Mei 2021;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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4. Menyatakan sah pernikahan (Bakri bin H. Delit) dengan (Isah binti 

Gobed) yang dilangsungkan pada 1 Juli 1981 di wilayah Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;  

5. Membebankan biaya- biaya perkara menurut hukum;  

SUBSIDER: 

Atau, 

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;  

 

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat 

telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah 

datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap 

sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut 

hukum; 

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati 

Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai 

suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur 

mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan 

karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga 

pada sidang tanggal 05 September 2022 gugatan Penggugat dibacakan, 

yang olehnya tetap dipertahankannya ; 

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :  

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3603031502880008 atas 

nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil ..., tertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi 

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;  

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari ..., Nomor ... Tanggal ..., bukti surat 

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda 

P.2; 

 

Bahwa selain itu  Penggugat di persidangan telah pula mengajukan 

alat bukti Saksi, yaitu :  

1. Muhamad Yadi bin Hasan, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan 

SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Rancagong 

Rt. 002 Rw. 001 Desa Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten 

Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut : 

• Bahwa saksi adalah ... Penggugat; 

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang 

menikah pada ..., dan ...; 

• Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun 

akan tetapi sejak ... rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai 

tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar; 

• Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...; 

• Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 

..., sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah; 

• Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan 

mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak 

berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai; 

2. Ropiah bin Salihan, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan Mengurus Ruamah Tangga, bertempat tinggal di Kp. 

Rancagong Rt. 002 Rw. 001 Desa Rancagong Kecamatan Legok 

Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang 

pada pokoknya sebagai berikut : 

• Bahwa saksi adalah ... Penggugat; 

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang 

menikah pada ..., dan ...; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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• Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun 

akan tetapi sejak ... rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai 

tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar; 

• Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...; 

• Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 

..., sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah; 

• Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan 

mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak 

berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai; 

 

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya 

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;  

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk 

dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai 

hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini; 

 

PERTIMBANGAN  HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas;  

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan 

patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh 

orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya 

tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis 

Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah 

dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran 

Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan 

berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan 

tanpa hadirnya  Tergugat (verstek); 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan  

Penggugat dengan cara menasehati  Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, 

sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran  Tergugat, 

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR 

juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah 

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan 

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  telah terpenuhi ; 

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan 

rumah tangga  Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu 

akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat 

dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam 

perkara ini ;  

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat 

berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan 

Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti 

tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan 

materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 

1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut 

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang 

berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang 

sah sejak tanggal ... dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah 

bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang 

mengadili perkara ini; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan 

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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harmonis, namun sejak ... mulai tidak rukun karena sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ..., yang puncaknya 

sejak ... Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan 

kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat 

diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai 

dengan  Tergugat;  

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh  

Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam 

alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo Pasal 116 huruf f 

Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai 

suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang 

menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak 

langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena 

perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, 

maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan 

kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan 

mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami 

isteri tersebut;  

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula 

mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Muhamad Yadi bin 

Hasan dan Ropiah bin Salihan (masing-masing adalah ... dan ... 

Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana 

yang telah diuraikan dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan 

keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu 
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sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan  

Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para 

saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut 

dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu 

membuktikan dalil-dalil  gugatannya;  

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti 

yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat 

menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak ... 

sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena 

..., yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah 

rumah sejak ..., Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan 

usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil 

sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;  

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta 

hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak ... 

tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah 

terjadi pisah rumah sejak ..., Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 

sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh 

keluarga tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai 

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan 

kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, 

sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan 

Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk 

tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal 
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kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh 

yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu : 

 

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik 

kemaslahatan “  

 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin 

hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh 

As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis 

Hakim, yaitu : 

 

 

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh  
Penggugat (isteri) atau  Tergugat telah memberikan pengakuan, 

sedangkan hal-hal yang menjadi  gugatan  Penggugat yaitu 
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama 

sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan 
keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu 
ba'in“ 

 

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah 

mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan  Penggugat 

sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah  Nomor 9  Tahun 1975 telah terpenuhi;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang 

diajukan oleh  Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan 

persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf  f  Peraturan 
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Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf  f Kompilasi 

Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) 

Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum  gugatan Penggugat 

dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena 

perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra  Tergugat kepada  

Penggugat;   

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, 

maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada  

Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);  

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan 

serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ; 

MENGADILI 

 Mengabulkan permohonan  Pemohon;   

   Menyatakan Bakri bin H Delit telah meninggal pada tanggal 15 

September 2003;   

   Menyatakan Isah binti Gobed telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 

2021;   

   Menyatakan sah perkawinan Bakri bin H Delit dengan Isah binti 

Gobed  yang dilaksanakan pada tanggal   1 Juli 1981 di wilayah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang ;   

   Memerintahkan kepada Pemohon  untuk mencatatkan pernikahan 

tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Tigaraksa 

Kabupaten Tangerang;   

   Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara 

sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);   

 

 

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis 

Hakim pada hari Senin tanggal 05 September 2022 Masehi bertepatan 
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dengan tanggal 8 Safar 1444 Hijriah oleh kami  H. Samsul Fadli, S.Pd., 

S.H., M.H.., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua 

Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha 

Harwiyanti, S.H., dan Drs. H. Makka A, sebagai Hakim-hakim Anggota. 

Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka 

untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota 

tersebut dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera 

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;  

 

Hakim Anggota, Ketua Majelis, 

 

 

 

 

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. H. Samsul Fadli, S.Pd., 

S.H., M.H.    

Hakim Anggota, 

 

 

Drs. H. Makka A 

Panitera Pengganti 

 

 

 Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.. 

 
Perincian biaya : 

• Pendaftaran  : Rp 30.000,00 
• ATK Perkara  : Rp 75.000,00 
• Panggilan  : Rp 270.000,00 

• PNBP Panggilan : Rp 20.000,00 
• Redaksi  : Rp 10.000,00 

• Meterai  : Rp 10.000,00 
J u m l a h  : Rp 415.000,00 
(empat ratus lima belas ribu rupiah). 
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